KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :
02/HK.03.1/5203/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai sub domain Jaringan
Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu
dilaksanakan oleh Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok
Timur, dan untuk memenuhi tujuan tersebut maka Komisi
Pemilhan Umum Kabupaten Lombok perlu menetapkan Keputusan
Nomor 02/HK.03.1/5203/2022 tentang Pembentukan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi

Pemilhan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

Dasar Hukum yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur dalam Pembentukan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi

Pemilhan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum



Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 456);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun
2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.



CATATAN :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor
02/HK.03.1/5203/2022 tertuang Keputusan tentang Pembentukan
Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dengan
susunan pengelola antara lain:

1. Tim Pembina

2. Tim Teknis

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran



